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ABSTRAK 

 

 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pasca reformasi, membuat kepala daerah lebih 

leluasa dalam membuat suatu produk hukum daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi 

daerah, adat dan budayanya. Sebagai daerah otonomi, Kota Padang memiliki norma budaya adat yang 

masih berlaku yaitu budaya adat Minangkabau berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi 

Kitabullah dan terikat dengan hukum Islam. Kebijakan bernuansa syari’ah yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Padang diantara lain yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2003 tentang 

Pandai Baca Tulis  Al-Qur’an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Walikota Padang 

Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz Al-qur’an. Penelitian ini memiliki rumusan 

masalah yaitu;  Pertama, bagaimana  produk hukum daerah bernuansa syariah Islam dibentuk di Kota 

Padang, dan Kedua; bagaimana asas materi muatan produk hukum daerah yang bernuansa syariah Islam di 

Kota Padang.  Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan, kaidah dasar, dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku dan literatur. 

Berdasarkan penelitian, Pemerintah Kota Padang dapat membentuk produk hukum daerah bernuansa 

syari’ah Islam  berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 

umum dan ditinjau dari prespektif asas materi muatan, pembentukan dan pemberlakuan hukum atau 

peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam Pasal 

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

agar sesuai dengan cita hukum. 


